
 
 

 
 

BUPATI PAKPAK BHARAT 
PROVINSI SUMATERA UTARA 

 
PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT 

NOMOR 23 TAHUN 2019 
 

TENTANG 

 
STANDAR SATUAN HARGA YANG BERLAKU TAHUN 2020 

DI KABUPATEN PAKPAK BHARAT 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI PAKPAK BHARAT, 

 

Menimbang   : a. bahwa sebagai dasar perhitungan pembuatan dan 
penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah 

(RKA-PD) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(APBD) Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2020, perlu 
disusun Standar Satuan Harga yang berlaku Tahun 2020 

di Kabupaten Pakpak Bharat; 
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang 

Standar Satuan Harga Yang Berlaku Tahun 2020 Di 
Kabupaten Pakpak Bharat. 

 
Mengingat    : 1. Undang-Undang Nomor  9 Tahun 2003 tentang 

Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak 

Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi 
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor  29, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor  4272); 

2. Undang-Undang Nomor  33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor  126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor  4438); 
3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang                             
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik                                  
Indonesia Tahun 2015 Nomor  58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor  5679); 
4. Peraturan Pemerintah Nomor  12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor  6322); 

5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); 
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6. Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor   78/PMK.02/2019  
tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 
(Berita Negara Republik Indonesia  Tahun 2019 Nomor 

567); 
7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015 tentang E-Tendering 
(Berita Negara Republik Indonesia  Tahun 2015 Nomor 
157). 

  
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR SATUAN HARGA  

YANG BERLAKU TAHUN 2020 DI KABUPATEN PAKPAK 

BHARAT. 
  

 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat. 
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan  pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati  adalah Bupati Pakpak Bharat. 
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pakpak Bharat. 
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah  Perangkat Daerah 

dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat yang terdiri dari 
Sekretariat Daerah/ Sekretariat DPRD/ Badan/ Dinas/ Satuan Polisi 

Pamong Praja/ Kecamatan/ Rumah Sakit Umum Daerah. 
6. Standar Satuan Harga yang selanjutnya disingkat SSH adalah biaya 

setinggi-tingginya (harga tertinggi) dari suatu barang dan jasa baik secara 

mandiri maupun gabungan yang diperlukan untuk memperoleh keluaran 
tertentu, sudah termasuk pajak-pajak yang berlaku serta keuntungan 
penyedia barang/jasa. 

7. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat 
yang diberi kuasa untuk melaksanakan seluruh atau sebagian 

kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan 
fungsi Perangkat Daerah. 

8. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, 

bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, 
dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang. 

9. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang 

meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, 
dan pembangunan kembali suatu bangunan. 

10. Jasa konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan 
keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan 
adanya olah pikir (brainware). 

11. Jasa lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang 
mengutamakan keterampilan (skillware) dalam suatu sistem tata kelola 

yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu 
pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain jasa 

konsultansi, pelaksanaan pekerjaan,  konstruksi dan pengadaan barang.  
12. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang 

menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultansi/jasa 

lainnya.  
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BAB II 

STANDAR SATUAN HARGA TAHUN ANGGARAN 2020 

Pasal 2 
 

(1) Standar Satuan Harga digunakan sebagai pedoman/acuan harga bagi 
Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat dalam 
menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2020. 

(2) Standar Satuan Harga sebagai acuan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) merupakan batas tertinggi yang besaran harganya tidak dapat 
dilampaui dalam penyusunan RKA-PD APBD Kabupaten Pakpak Bharat. 

(3) Standar Satuan Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum 
dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Bupati ini. 
  

Pasal 3 
 

Standar Satuan Harga Barang/Jasa kebutuhan Pemerintah Kabupaten 

Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2020 yang belum tercantum dalam Peraturan 
ini mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

78/PMK.02/2019 tanggal 17 Mei 2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 
Anggaran 2020 atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan 
memperhatikan harga pasar. 

 

 

BAB III 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 4 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pakpak 
Bharat. 
   

Ditetapkan di Salak  
pada tanggal 16 Juli 2019               

Pj. BUPATI PAKPAK BHARAT, 

 
           ttd   
 
 

ASREN NASUTION 
 

Diundangkan di Salak 
pada tanggal 17 Juli 2019                                  

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PAKPAK BHARAT, 
 

 
           ttd 
 
 

SAHAT BANUREA 
 
BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2019 NOMOR 23 
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